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KATA PENGANTAR

Tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu
agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Sistem
AKIP, Sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada
peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan Kkinerja. Akuntabilitas
kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggung jawabkan
Kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan. Dalam Sistem
AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat
yang dirasakan masyarakat atas pengguna anggaran pemerintah dan bukan dari
keberhasilan menyerap anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggung jawaban Kinerja tersebut,
maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih,
berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi
dan nepotisme (KKN). Melalui laporan kinerja ini akan diketahui sejauh mana
tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2024 dan sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja masing
— masing bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku
pelaksana kegiatan.

Pada tahun 2024, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana
Strategis telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah untuk tahun
2024 ini kemudian dituangkan kedalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun
2024, sebagai salah satu upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi untuk menuju Tata Kelola
Pemerintahan dan manajemen kinerja yang baik. Kami menyadari bahwa laporan
ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas

seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang



berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelayanan administrasi
yang telah dilakukan oleh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama
untuk semua bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
sehingga kedepan akan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dalam
pelaksanaan seluruh program di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Menggala, Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HARYANTO, S.E., M.Ec. Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19750402 200212 1 004
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan penerapan system pertanggung-
jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN)
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pindan Korupsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang di perlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran Kinerja.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang telah di tetapkan
sebelumnya. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2024 di susun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Tahun 2024 di harapkan dapat meningkatkan kepercayaan
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masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong
peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel,
efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun

lingkungan.

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang ini di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten
Dati | Tulang Bawang dan Kabupaten Dati Il Tanggamus;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan PemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung jawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerjalnstansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/
M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/
11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang;

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1.3.1 Kedudukan
Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati.

1.3.2 Tugas
Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas dinas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

1.3.3 Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi antara lain :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah;

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana sekretariat daerah;

d. Pembinaan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumus kanprogram dan petunjuk teknis

serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
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e. Pembinaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis
serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan;

f. Pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis
serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan
masyarakat;

g. Pembinaan administrasi,organisasi dan ketatalaksanaan dalam
arti memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh
perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal, serta
mengumpulkan dan menganalisa data,merumuskan program dan
petunjuk teknis dalam rangka penataan organisasi dan tatalaksana
perangkat daerah kabupaten;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur-Unsur Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas:

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas nya, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

c. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana sekretariat daerah;

d. Pembinaan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis
serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;

e. Pembinaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis

serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan;
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f. Pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan
menganilisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta
memantau  perkembangan  penyelenggaraan  pembinaan
masyarakat;

g. Pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam
arti memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal, serta
mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan
petunjuk teknis dalam rangka penataan organisasi dan tatalaksana
perangkat daerah kabupaten;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.3.5 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas Membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
hukum dan kerja sama;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
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bidang kesra; dan pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan

kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat di bantu oleh:

1.

Bagian Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan

otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

12



1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi penyusunan perumusan kebijakan,
program dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
dibidang pemerintahan umum, penanggulangan bencana dan
sekretariat DPRD.

2) Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan adalah
sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang administrasi pemerintahan;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah
dibidang administrasi pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat;

d. Memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah; dan

e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan bidang administrasi pemerintahan dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
kepala bagian pemerintahan dan otonomi daerah sesuai

dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

1) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi penyusunan perumusan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang ketentraman
dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

2) Rincian Tugas Sub Bagian Administrasi Kewilayahan adalah
sebagai berikut :

a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan/atau kelurahan;

13



1)

2)

Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah,
kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau
pemindahan ibukota kecamatan;

Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian
kewenangan kepala daerah kepada camat;

Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
kepala bagian tata pemerintahan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bagian Bagian Otonomi Daerah

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan

bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang

penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan dan

pelaksanaan tugas pembantuan.

Rincian tugas Sub Bagian Otonomi Daerah adalah sebagai
berikut :

a.

Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD);

Melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
Melaksanakan  fasilitasi dan  koordinasi  proses
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan
Wakil Bupati;

Memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan Wakil

Bupati;

14



2.

f. Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Kepala Daerah;

g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum;

h. Melaksanakan fasilitasi dan  koordinasi  proses
administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
anggota legislatif;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang otonomi daerah dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Kesejateraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejateraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vyang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat; dan

15



1)

2)

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.
Sub Bagian Bina Mental Spiritual

Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan materi pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan serta perumusan  kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah
raga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga
kerja serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Bina Mental Spiritual
adalah sebagai berikut :

Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan

dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan;

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di

bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan;

Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di

bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan;

Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan

perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan

keagamaan;

16



Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama;

Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja
sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama;

Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program
pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga
keagamaan;

Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja
sama antar lembaga keagamaan;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar
lembaga keagamaan;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

Melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan
konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan aliran kepercayaan;

Menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala

bagian kesejahteraan sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
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Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menghimpun

dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, menyusun rencana

dan program kerja serta melaksanakan koordinasi dibidang sosial,
keagamaan, pariwisata, transmigrasi dan pemberdayaan
masyarakat dan kampung.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi,  kesehatan, = pemberdayaan  perempuan,
perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga
berencana;

d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

e. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program
transmigrasi kepada masyarakat;

f. Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan
transmigrasi;

g. Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi
perpindahan transmigrasi;

h. Melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
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2)

I. melakukan  pemberangkatan dan pengawalan calon
transmigran dari daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsi
dan lokasi transmigrasi;

J. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan
sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat
dan individu atau keluarga;

b. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga,

c. Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan bidang

tugasnya.
Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas
menyusun perencanaan, mempelajari, menghimpun, meneliti,
mengkaji dan menyiapkan petunjuk teknis dibidang kepemudaan
dan olahraga, dan bidang pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang

kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; dan
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3.

b. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga,
pariwisata dan kemasyarakatan lainnya.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan
informasi; dan pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan

tugasnya.

Sub Bagian Perundang-undangan
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@)

Sub  Bagian  Perundang-undangan  mempunyai  tugas

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi ~ penyusunan  produk

hukum serta pengendalian implementasi produk hukum daerah

dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rincian Tugas Sub Bagian Perundang-undangan adalah sebagai

berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum
daerah;

b. Menyiapkan bahan penjelasan kepala daerah dalam proses
penetapan peraturan daerah;

c. Menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah.

d. Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum
daerah.

e. Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum daerah;

f.  Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk
hukum daerah; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh

kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan
layanan bantuan hukum dan merumuskan kebijakan di bidang
Hak Asasi Manusia.

Rincian Tugas Sub Bagian Bantuan Hukum adalah sebagai
berikut:

a. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum

dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi
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unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di
dalam maupun di luar pengadilan;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam
penanganan perkara hukum;

Melaksanakan koordinasi dan evaluasi  penegakan
dan perlindungan hak asasi manusia (HAM);

Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal
opinion);

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara sengketa hukum; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh

kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, sosialisasi, diseminasi

produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan

lainnya

Rincian Tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi adalah

sebagai berikut :

a.

Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
Menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

Memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;

Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi
produk hukum daerah maupun peraturan perundang-

undangan lainnya;
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c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi

dan informasi produk hukum daerah; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan

pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama

dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas Bagian kerjasama mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi
kerjasama;

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan
evaluasi kerjasama;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri
dan evaluasi kerjasama;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama
luar negeri dan evaluasi kerjasama

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
kerjasama;

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

23



Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

(1) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan

dan pengawasan kerjasama daerah dalam negeri.

(2) Rincian Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri adalah

sebagai berikut :

a.

Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
kerja sama dalam negeri;

Melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama
daerah dalam negeri;

Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah
dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah kabupaten/kota;

Melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama
daerah dalam negeri; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala

Bagian Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

(1) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian,

perumusan, pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah luar negeri.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri adalah :

a.

Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
kerja sama luar negeri;

melaksanakan pengolahan data kerja sama luar negeri;
Melakukan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama

daerah luar negeri;
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1.3.6

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah
luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah kabupaten/kota;

c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja
sama daerah luar negeri; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala

Bagian Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Evaluasi Kerjasama

Sub Bagian Evaluasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan

perumusan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi Kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam
negeri;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dalam
dan luar negeri;

c. Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama
daerah dalam dan luar negeri; dan

b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala

Bagian Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.
Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Bidang Pengembangan

Ekonomi mempunyai fungsi:
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a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan
sumber daya alam;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam;

c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan
sumber daya alam; dan

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang
dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan
tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan dibantu oleh:
1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut,Bagian perekonomian
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang pembinaan bumd dan blud, pengendalian
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dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro Kkecil;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang pembinaan bumd dan blud,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vyang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan

Kebijakan di bidang pembinaan bumd dan blud,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

Sub Bagian Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD

Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas

menyiapkan perumusan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD adalah
sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah;

Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian Kinerja
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum

Daerah;
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Melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang

tugasnya

Sub Bagian Pengendalian dan Istribusi Perekonomian

1) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

2)

mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan,

koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi dan

pembinaan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian.

Rincian tugas Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi

Perekonomian adalah :

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan  kegiatan  pengendalian dan  distribusi
perekonomian;

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum Kkegiatan pengendalian dan distribusi
perekonomian;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan
distribusi perekonomian; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
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1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
mempunyai tugas menyusun bahan dan data analisa, perumusan
kebijakan, pengoordinasian dengan instansi terkait, petunjuk
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi dan
pembinaan dibidang perencanaan dan pengawasan ekonomi
kecil.

2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil adalah sebagai berikut:

a. Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil;

c. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

e. Memfasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
kepala bagian bagian perekonomian sesuai dengan bidang
tugasnya.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan

program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
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2)

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perekonomian

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

c. Pelaksaaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.
Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun,

mempersiapkan rencana, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

serta pengoordinasian dengan pemerintah pusat, provinsi dan

kabupten/kota lain serta pihak swasta, melaksanakan sosialisasi dalam

rangka penyusunan program, pengembangan akses, monitoring,

evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Program adalah sebagai

berikut:

a. Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan
program pembangunan daerah;

b. Menyusun bahan Kkebijakan dalam rangka mempersiapkan
program pembangunan daerah;

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan program pembangunan daerah;

d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan

sinergitas program pembangunan daerah;
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1)

2)

e. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyusunan program pembangunan daerah;

f. Melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkan akses pembangunan daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian
pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan
daerah;

h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala
Bagaian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang

tugasnya.
Sub Bagian Pengendalian Program

Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas menyusun

rencana  kegiatan, kebijakan, pedoman, petunjuk teknis,

pengoordinasian dengan berbagai pihak serta melaksanakan
pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian program
pembangunan.

Rincian tugas Sub Bagian Pengendalian Program adalah sebagai

berikut:

a. Menyusun  rencana  kegiatan  pengendalian  program
pembangunan;

b. Menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar
pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan  dalam  rangka  pengendalian  program

pembangunan daerah;
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1)

2)

Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan
program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh
lembaga pemerintah maupun swasta;

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pembangunan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring

dan evaluasi program pembangunan daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai
berikut:

a.

Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program
pembangunan daerah;

Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
daerah;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan
daerah;

Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil
temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
Mengolah dan  menyajikan  data hasil evaluasi

pelaksanaan program pembangunan daerah;
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3.

g.

Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan
kebijakan program pembangunan daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
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f.

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai

2)

1)

2)

tugas melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rincian tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

adalah sebagai berikut :

a.
b.
C.

Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

Menyusun strategi pengadaan barang/jasa

Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik.

Rincian tugas Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik adalah sebagai berikut :

a.

Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara

elektronik) dan infrastrukturnya);

34



1)

2)

Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik;

Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;

Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem
informasi;

Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan
oleh UKPBJ;

Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

Mengelola informasi kontrak;

Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa serta
menyelenggarakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan
teknis pengadaan barang/jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan bagi pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para pengelola Pengadaan Barang/jasa
dan personel UKPBJ;

b. Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan
barang/jasa;

c. Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
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d. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
UKPBJ;

Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

Pengelolaan personil UKPBJ;

Melaksanakan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;

o« o

Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan
secara elektronik;

i. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan
barang/jasa pemerintah;

j. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di
Kabupaten Tulang Bawang;

k. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE e-katalog, e-
monev, SIKAP;

I.  Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui
mediasi; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang
tugasnya.

4. Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam Bagian Sumber Daya Alam mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber
daya alam energi dan air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan

jasa mempunyai fungsi :
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1)

2)

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah;

Terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan mempunyai tugas pengumpulan dan penyusunan bahan

perumusan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan.

Rincian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya

alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
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1)

2)

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan;

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum Kkegiatan sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
Memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan oleh
Kepala Bagian Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang

tugasnya

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan

Hidup

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi

pelaksanaan program, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan

dibidang sumber daya alam pertambangan, dan lingkungan hidup.

Rincian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan

Lingkungan Hidup adalah :

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup;

Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup;

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertambangan dan

lingkungan hidup;
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Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
Memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Bagian Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air mempunyai tugas

2)

1.3.7

menyusun perumusan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi serta pelaporan dibidang sumber daya alam energi dan

air.

Rincian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air adalah

sebagai berikut:

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya
alam energi dan air;

Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya
alam energi dan air;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam energi dan air;
Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam energi dan air;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
sumber daya alam energi dan air;

Memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam energi
dan air; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Bidang Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan
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kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Bidang Administrasi

Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program
penyelenggaraan pemerintahan bidang umum yang meliputi
organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan umum,
administrasi penatausahaan keuangan dan perlengkapan serta
dukungan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang
melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian dan
pelatihan, keuangan, pendpatan serta fungsi pengawasan;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Administrasi Umum;

c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi
Umum ;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum yang
meliputi organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan umum,
administrasi penatausahaan keuangan dan perlengkapan serta
dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksnakan
urusan penunjang bidang kepegawaian dan pelatihan, keuangan
pendapatan serta fungsi pengawasan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan
Sosial di bantu oleh:

1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
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bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi

mempunyai fungsi :

a.

1)

2)

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian ~mempunyai  tugas  melaksanakan
pengelolaan administras perkantoran dan kearsipan.
Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf
Ahli dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi
perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-
rapat dinas;

b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf
Ahli, dan rapat-rapat dinas;

c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan
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1) Sub

2)

d.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang

tugasnya.
Sub Bagian Perlengkapan

Bagian  Perlengkapan  mempunyai  tugas

melaksanakan kebijakan pengamanan, pengelolaan,

penggunaan, pemeliharaan, pengadaan serta penyiapan

sarana dan prasarana Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretaris Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Perlengkapan adalah sebagai
berikut :

a.

Melaksanakan kebijakan pengamanan,
pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga
kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;
Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan
Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
Melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas
Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah
serta kendaraan dinas operasional dan sewa
kendaraan;

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah
Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Dinas
Sekretariat daerah;

Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana
untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati serta Sekretariat daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Sub Bagian Rumah Tangga

1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga Bupati, WakKil
Bupati dan Sekretaris Daerah.

2) Rincian tugas Sub Bagian Rumah Tangga adalah sebagai
berikut :

a. Melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan
Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;

b. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan,
makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah
Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
dan

c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang
tugasnya.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, dan
kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan

reformasi birokrasi;
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1)

2)

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi; dan

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penataan

dan pembinaan kelembagaan perangkat daerah serta

melaksanakan analisa jabatan.

Rincian tugas Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis

Jabatan adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK);

b. Menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan
fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;

c. Menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;

d. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

e. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan
evaluasi jabatan;

f. Menyusun kajian akademik terhadap usulan
penataan organisasi Perangkat Daerah;

g. Menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;

dan
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1)

2)

h.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olen Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan
bidang tugasnya.

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penataan

dan pembinaan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta

pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Pelayanan Publik dan Tata Laksana

adalah :

a.

Menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian
dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan
pola hubungan kerja;

Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan
teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan
publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah;

Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan
Standar Pelayanan Publik ;

Menghimpun  dan memfasilitasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh
masing-masing Perangkat Daerah;

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi
pelayanan publik;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi
pelayanan publik; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan
olen Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
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1)

2)

1)

2)

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pembinaan

dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang

Kinerja aparatur, evaluasi Kinerja organisasi perangkat

daerah dan reformasi birokrasi, serta pendayagunaan

aparatur daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Kinerja dan Reformasi

Birokrasi adalah sebagai berikut:

a. Menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

b. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;

c. Menyusun road map reformasi birokrasi;

d. Melakukan  fasilitasi  pelaksanaan  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan
oleh Kepala Bagian Oranisasi sesuai dengan bidang

tugasnya.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :
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1)

2)

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi  Umum yang berkaitan dengan

tugasnya.
Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan

tata protokoler, menyiapkan bahan informasi,

pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bupati dan

Wakil Bupati.

Rincian tugas Sub Bagian Ketatausahaan adalah sebagai

berikut:

a. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu pemerintah daerah;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotokolan;

c. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal
kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

d. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah;

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan

Bupati dan Wakil Bupati; dan
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f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olen Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

1) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas

2)

mengoordinasikan, memberi masukan, informasi

menyiapkan kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati.

Rincian tugas Sub Bagian Komunikasi Pimpinan adalah

sebagai berikut :

a.

Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian informasi tertentu;

Memberikan informasi dan penjelasan kepada
pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan
atau atas arahan pimpinan;

Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan
Wakil Bupati;

Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
Menyiapkan dan menggandakan bahan materi
kebijakan;

Menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan
Wakil Bupati; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Bagian Dokumentasi Pimpinan
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1)

2)

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas

mendokumentasikan, menyusun, memfasilitasi kegiatan

Bupati dan Wakil Bupati.

Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

adalah sebagai berikut:

a. Mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati;

b. Menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;

c. Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan
Bupati dan Wakil Bupati; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan

pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vyang tidak diinginkan, dan faktor yang
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1)

2)

1)

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas Penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian serta
melaksanakan tugas- tugas di bidang perencanaan
anggaran keuangan sekretariat daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai

berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan
Sekretariat daerah yang meliputi penyusunan
rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja)
tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);

b. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi
dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat
Daerah;

c. Menyusun perjanjian kinerja Sekretariat daerah; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas tugas
mengkoordinasikan, melaksanakan tugas-tugas bidang
administrasi  penatausahaan keuangan sekretariat

daerah.
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2)

1)

2)

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagali

berikut:

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat
daerah;

b. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah
pada Sekretariat daerah;

c. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan dan anggaran dilingkungan Sekretariat
daerah;

d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di
lingkungan Sekretariat daerah;

e. Melaksanakan sistem pengendalian intern; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Pelaporan

Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas

mengkoordinasikan, Melaksanakan tugas-tugas bahan

laporan, evaluasi, rencana kerja serta laporan keuangan

sekretariat daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Pelaporan adalah sebagai

berikut:

a. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]IP) Sekretariat daerah;

b. Menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja
Sekretariat daerah;

c. Menyusun bahan laporan SPIP;

d. Menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat

daerah; dan
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e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan pembagian tugas masing-masing pejabat struktural

di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang tertuang dalam

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

terdiri dari :

a.
b.

Sekretaris Daerah Kabupaten;

Staf Ahli Bupati Tulang Bawang terdiri dari :

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
3) Sub Bagian Otonomi Daerah.

Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual,

2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
Bagian Hukum, membawahi :

1) Sub Bagian Perundang-Undangan;

2) Sub Bagian Bantuan Hukum;

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
Bagian Kerjasama, membawahi:

1) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
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2) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
3) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.
d. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian, membawahi :
1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
2) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
3) Sub Bagian Perekonomian dan Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
1) Sub Bagian Penyusunan Program;
2) Sub Bagian Pengendalian Program;
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa.
4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, kehutanan, Kelautan
dan Perikanan;
2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan
Hidup;
3) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
e. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawabhi :
1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perlengkapan;
3) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, membawabhi :
1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
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f.

3.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
1) Sub Bagian Protokol;

2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;

3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan

keterampilannya.

(1)

)

(3)

(4)

()

Staf Ahli Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Asisten sebagaimana di maksud pada ayat (1), dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing di
pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang
bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua
kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah.
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1.5 Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2023-2026, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 yang
selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan
tahun 2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai
pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembanguanan Daerah.
1) Penyusunan Program dalam RPD memperhatikan :
a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-
2024
b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome)
Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau
Renja PD sampai tahun 2024
c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan / sub
kegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil
(outcome)
d. Isu—isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah
e. Kebijakan Nasional
f.  Regulasi yang berlaku
g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholder)
Pembangunan Daerah
Arah kebijakan strategis dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang tersebut, ditetapkan untuk pencapaian target RPD Tahun 2024-2026,
dan di tetapkan 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator yang difokuskan pada
aspek utama sebagai berikut:
1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

untuk peningkatan pelayanan publik
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1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan mampu
mengkomunikasikan pencapaian Kkinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang selama tahun 2024. Pencapaian kinerja (performanceresults)
2024 tersebut di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance
agreement) 2024 sehingga dapat di jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan Sekretariat Daerah. Dengan melaksanakan Analisis atas capaian
kinerja yaitu membandingkan dan menghitung rencana kinerja dengan
capaian kinerja maka akan diperoleh selisih yang dapat kita sebut dengan
celah kinerja (performancegap). Upaya untuk mencapai celah kinerja ini di
harapkan akan dapat dilakukan peningkatan kinerja yang berguna untuk
perbaikan kinerja di masa datang.
Dalam menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini kami menyusun
sistematika penyajian Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebagai berikut :
Bab | — Pendahuluan : Menjelaskan gambaran umum organisasi,
aspek strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang dan struktur organisasi;

Bab Il — Perencanaan : Memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja
Tahun 2024
Bab 111 — Akuntabilitas : Menjelaskan  pencapaian  sasaran-sasaran,

Kinerja analisis pencapaian kinerja di kaitkan
dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja berikut dengan realisasi
anggaran.

Bab IV — Penutup . Menjelaskan simpulan umum atas capaian
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang serta langkah di masa mendatang yang
akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran - Lampiran
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2.1

2.2

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Tahap perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang di mulai dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang, yang pada hakikatnya merupakan pernyataan
komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,penataan,
perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem,
kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pelayanan administrasi
termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan
dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan
produktifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,pembangunan dan

kemasyarakatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang dan merupakan landasan dan pedoman bagi
seluruh aparatur pada jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
dalam melaksanakan tugas-tugas penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang di gunakan sebagai
dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai
pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan untuk mendukung kebijakan pemerintah Daerah Kabuapten

Tulang Bawang yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1
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2.3

(satu) sampai 5 (lima) tahun, dirumuskan tujuan Pelayanan Sekretariat

Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan
publik yang berkualitas;

2. Sasaran Strategis.

Untuk mengetahui apa yang harus di laksanakan oleh organisasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu sampai lima tahun
kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki maka di tetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah sebagali
berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik Lingkup Sekretariat Daerah

Kabupaten Tulang Bawang.

Penjabaran Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah diatas guna mendukung salah satu
tujuan Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang pada RPD Kabupaten
Tulang Bawang tahun 2023 — 2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan” adapun Dalam upaya
mewujudkan tujuan Strategis Sekretariat daerah sebagaimana yang telah
ditetapkan diatas, yang harus dilaksanakan oleh seluruh Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat;

b. Meningkatkan  pembangunan Infrastruktur  untuk  mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah;

c. Meningkatkan cakupan layanan urusan penunjang kegiatan

pemerintahan.

Sedangkan ditinjau Dari Segi Anggaran Pada Tahun 2024 Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp.
77.756.136.233,- ( Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam
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Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah ) Dari
Anggaran Yang Ada Dioptimalkan untuk pencapaian target Indikator Sasaran
Yang Telah Ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran antara lain dengan
pemanfaatan anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk kegiatan lainnya

melalui mekanisme usulan perubahan anggaran pada perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024.
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Table 2-1

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan
No. . . . . . .
Uraian Indikator Target ?ggi;ir;n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya | 1.  Nilai B Administrasi Penataan Administrasi Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 385.324.000
Tata Kelola Reformasi | B Tata Pemerintahan Tulang Waktu Bulan 12
;srr:;enntahan Birokrasi Pemerintahan Bawang Keluaran Terlaksananya Penataan Dokumen 3
Profesional Administrasi Pemerintahan
dan Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 3
Akuntabel Penataan Administrasi
untuk — - -
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 307.226.000
Pelayanan Kewilayahan gulang Waktu Bulan 12
Publik. awang Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Dokumen 3
Administrasi Kewilayahan
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 3
Pengelolaan Administrasi.
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 342.624.000
Daerah Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Dokumen 3
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 3
Fasilitasi Pelaksanaan.
Evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Bina Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 1.694.082.600
Pelaksanaan Mental Spiritual Tulang Waktu Bulan 12
Keblj_akan Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Dokumen 12
Kesejahteraan ;
Rakyat Pengelolaan Bina Mental
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 12
Fasilitasi Pengelolaan
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No.

Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Program/
Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Satuan

Target (Rp.)

2

3

5

6

7

8

10

Evaluasi, Pelaksanaan
Kebijakan dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Sosial

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Dana
Waktu

Terlaksananya Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial
yang Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB

Rupiah
Bulan

Dokumen

3.476.655.000
12

12

Hasil

Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB

Dokumen

12

Evaluasi, Pelaksanaan
Kebijakan dan CapaianKinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Dana
Waktu

Rupiah
Bulan

363.177.400
12
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No.

Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Program/
Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Satuan

Target (Rp.)

2

3

5

6

7

8

10

Keluaran

Hasil

Terlaksananya Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan
Masyarakat yang Meliputi
Urusan Kepemudaan dan
Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas

Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat yang
Meliputi Urusan Kepemudaan
dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas

Dokumen

Dokumen

12

12

Koordinasi
Penyusunan
Kebijakan
Daerah

1

Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Hasil

Dana

Waktu

Terfasilitasinya Penyusunan
Produk Hukum

Jumlah Produk Hukum Daerah
yang Disusun

Rupiah
Bulan
Dokumen

Dokumen

95.493.600
12
600

600

2

Fasilitasi Bantuan Hukum

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Hasil

Dana

Waktu

Terlaksananya Fasilitasi
Bantuan Hukum

Jumlah Kasus yang
Mendapatkan Fasilitasi

Rupiah
Bulan
Kasus

Kasus

163.667.900
12
2

2
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Sasaran Kegiatan
No. . . . . . .
Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendokumentasian Produk Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 90.838.500
Hukum dan Pengelolaan Tulang
Informasi Hukum Bawang Waktu Bulan 12
Keluaran Terlaksananya Dokumen 1
Pendokumentasian Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum
Hasil Jumlah Produk Hukum dan Dokumen 1
Pengelolaan Informasi Hukum
yang Didokumentasi
4 Fasilitasi Fasilitasi Kerja Sama Dalam Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 167.500.000
Kerjasama Negeri Tulang Waktu Bulan 12
Daerah Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Kerja Dokumen 10
Sama Dalam Negeri
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 10
Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 20.000.00
Sama I;I'ulang Waktu Bulan 12
awang Keluaran Terlaksananya Evaluasi Laporan 1
Pelaksanaan Kerja Sama
Hasil Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Laporan 1
Pelaksanaan Kerja Sama
5 Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 1.107.170.800
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tulang Waktu Bulan 12
Kebuakar} BUMD dan BLUD Bawang Keluaran Terlaksananya Koordinasi, Dokumen 2
Perekonomian : o o
Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 2

Koordinasi, Sinkronisasi,

63




Sasaran Kegiatan
No. . . . . . L
Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD
dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 45.946.000
Perekonomian Tulang Waktu Bulan 12
Bawang .
Keluaran Terlaksananya Pengendalian Laporan 1
dan Distribusi Perekonomian
Hasil Jumlah Laporan Hasil Laporan 1
Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 109.036.600
Ekonomi Mikro kecil Tulang Waktu Bulan 12
Bawang
Keluaran Terlaksananya Perencanaan dan | Dokumen 4
Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 4
Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Keci
6 Administrasi | 1. Fasilitasi Penyusunan Program Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 100.000.000
Pembangunan Pembangunan Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Dokumen 1
Penyusunan Program
Pembangunan
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1
Fasilitasi Penyusunan Program
Pembangunan Daerah.
2. Pengendalian dan Evaluasi Masukan Dana Rupiah 100.000.000
Program Pembangunan Waktu Bulan 12
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Sasaran Kegiatan
No. . . . . . .
Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keluaran Terlaksananya Pengendalian Dokumen 1
dan Evaluasi Program
Kabupaten Pembangunan
Tulang Hasil Jumlah Laporan Hasil Dokumen 1
Bawang Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 100.000.000
Pelaporan Pelaksanaan Tulang Waktu Bulan 12
Pembangunan Bawang Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Dokumen 1
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan.
Hasil Jumlah Laporan Hasil Dokumen 1
Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan
7 Pengadaan 1.  Pengelolaan Pengadaan Barang | Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 302.652.700
Barang dan dan Jasa Tulang Waktu Bulan 12
Jasa Bawang Keluaran Terkelolanya Pengadaan Barang | Dokumen 90
dan Jasa
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 90
Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 244.539.500
Pengadaan Secara Elektronik Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terkelolanya Layanan Dokumen 510
Pengadaan Secara Elektronik
Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 510
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.
3. Pembinaan dan Advokasi Masukan Dana Rupiah 207.967.000
Pengadaan Barang dan Jasa Waktu Bulan 12
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Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Program/
Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Satuan

Target (Rp.)

2

3

5

6

7

8

10

Kabupaten
Tulang
Bawang

Keluaran

Hasil

Terlaksananya Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa

orang

orang

124

124

8

Pemantauan
Kebijakan
Terkait
Sumber Daya
Alam

1.

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Hasil

Dana
Waktu

Terlaksananya Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Urusan Pertanian,
Pangan, Kehutanan, Kelautan
dan Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal, Tenaga
Kerja

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Urusan
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan,
Perdagangan, Perindustrian,
KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja

Rupiah
Bulan
Dokumen

Dokumen

60.740.000
12
1

2.

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan
Hidup

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Hasil

Dana
Waktu

Terlaksananya Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Urusan

Pertambangan dan Sumber
Daya Mineral, Lingkungan

Hidup, Kominfo, Perhubungan,

Statistik, Persandian

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Urusan

Rupiah
Bulan
Dokumen

Dokumen

61.990.000
12
1
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Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Program/
Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Satuan

Target (Rp.)

2

3

5

6

7

8

10

Pertambangan dan Sumber
Daya Mineral, Lingkungan
Hidup, Kominfo, Perhubungan,
Statistik, Persandian

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan Energi dan
Air

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Hasil

Dana
Waktu

Terlaksananya Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Urusan Energi dan
Air, Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Urusan
Energi dan Air, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan

Rupiah
Bulan
Dokumen

Dokumen

62.020.000
12
1

9

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Hasil

Dana

Waktu

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Rupiah
Bulan
Dokumen

Dokumen

311.090.000
12
10

10

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kabupaten
Tulang
Bawang

Masukan

Keluaran

Dana
Waktu

Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rupiah
Bulan
Laporan

952.898.700
12
1
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Sasaran Kegiatan
No. Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil Jumlah Laporan Capaian Laporan 1
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10  Administrasi | 1.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 29.189.649.296
Keuangan ASN Tulang Waktu Bulan 12
PeDrangkat Bawang Keluaran Tersedianya Gaji dan Tunjangan Orang 124
aerah ASN
Hasil Jumlah Orang yang Menerima Orang 124
Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 3.584.975.000
Pelaksanan Tugas ASN Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Penatausahaan Dokumen 12
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Hasil Jumlah Dokumen Dokumen 12
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan | Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 291.220.000
Pengujian/ Verifikasi Keuangan Tulang Waktu Bulan 12
SKPD Bawang Keluaran Terlaksananya Penatausahaan Dokumen 12
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Hasil Jumlah Dokumen Dokumen 12
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 329.220.600
Laporan Keuangan Tulang Waktu Bulan 12
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bawang Keluaran Tersedianya Laporan Keuangan | Dokumen 12

SKPD

Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
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Sasaran Kegiatan
No. Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 12
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
11 Administrasi Penyediaan Peralatan dan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 5.488.017.500
Umum Perlengkapan Kantor Tulang Waktu Bulan 12
Pgangkat Bawang Keluaran Tersedianya Peralatan dan Paket 110
aerah
Perlengkapan Kantor,
Hasil Jumlah Paket Peralatan dan Paket 110
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 1.545.782.000
Tangga Tulang Waktu Bulan 12
Bawang .
Keluaran Tersedianya Peralatan Rumah Paket 21
Tangga.
Hasil Jumlah Paket Peralatan Rumah paket 21
Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan / Material Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 4.394.995.224
Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Tersedianya Bahan/Material Paket 11
Hasil Jumlah Paket Bahan/Material Paket 11
yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 3.558.950.000
Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Laporan 11
Kunjungan Tamu
Hasil Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan 11
Kunjungan Tamu
12 Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 3.401.860.000
Jasa Umum Kantor Tulang Waktu Bulan 12
PeJru njang Bawang Keluaran Tersedianya Jasa Pelayanan Laporan 12
usan
Umum Kantor
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Sasaran Kegiatan
No. Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintahan Hasil Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12
Daerah Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan.
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 1.462.029.717
Sumber Daya Air dan Listrik Tulang Waktu Bulan 12
Bawang . .
Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Laporan 4
Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 4
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
13 Administrasi | 1.  Pelaksanaan Medical Check Up | Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 300.000.000
Keuangan dan Kepala Daerah dan Wakil Tulang Waktu Bulan 12
Oplireasmnal Kepala Daerah Bawang Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 1
pala .
Daerah dan Medical Check Up Kepala
Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah _ Daerah . _
Hasil Terlaksananya Administrasi Orang 1
Keuangan dan Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
14 Penataan 1.  Pengelolaan Kelembagaan dan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 140.000.000
Organisasi Analisis Jabatan Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Dokumen 34
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
Hasil Jumlah Dokumen Pengelolaan Dokumen 34
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan | Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 140.000.000
Tata Laksana Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Laporan 3
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
Hasil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Laporan 3
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
3. Peningkatan Kinerja dan Masukan Dana Rupiah 310.579.000
Reformasi Birokrasi Waktu Bulan 12
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Sasaran Kegiatan
No. Uraian Indikator Target F;E:gi;i?n/ Nama Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Keluaran Tgrlaksananya Pening!(atgn ) Dokumen 2
Tulang _ Kinerja dan Reformas! Birokrasi
Bawang Hasil Ju_mla_h Dokumen Pen!ng_katan ) Dokumen 2
Kinerja dan Reformasi Birokrasi
15 Pelaksanaan 1. Fasilitasi Keprotokolan Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 1.068.763.000
Protokol dan Tulang Waktu Bulan 12
llji?nmgmkaa Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Laporan 1
pinan
Keprotokolan
Hasil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Laporan 1
Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 1.831.054.000
Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Laporan 1
Komunikasi Pimpinan
Hasil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Laporan 1
Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Kabupaten | Masukan Dana Rupiah 61.648.200
Pimpinan Tulang Waktu Bulan 12
Bawang Keluaran Terlaksananya Laporan 1
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan
Hasil Jumlah Laporan Laporan 1
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan
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Table 2-2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Kinerja .
INDIKATOR Periode
N T AN ASARAN ATUAN ..
© UJu SAS KINERJA SATU pada 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | transisi
Awal
Periode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terwujudnya tata Menmgkatnya_ tata N.|Ia| _ Reformasi Predikat BB BB BB BB BB BB
kelola Kelola pemerintahan | Birokrasi
pemerintahan yang profesional dan | Nilai Evaluasi
. daerah yang baik | akuntabel untuk | Penyelenggaraan
dan  pelayanan | peningkatan Pemerintan  Daerah nilai 2,9033 3,60 3,70 4 4,5 35
publik yang | pelayanan publik | (EPPD)
berkualitas dilingkup Sekretariat | Nilai Kabupaten o
2 Daerah Kabupaten | peduli HAM nilai 100 100 100 100 100 99,2
Tulang Bawang Persentase =~ BUMD
3 dan BLUD yang persen 100 100 100 100 100 100
dibina dan diawasi
4 Nilai —  SAKIP Y 60-70 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 70
Sekretariat Daerah
Nilai kepatuhan
5 penyelenggaraan nilai 77,2 80 85 90 95 92
pelayanan publik
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24

Indikator Kinerja Utama (1KU)

Agar dapat di ukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai sasaran

strategisnya, setiap sasaran strategis yang di tetapkan akan memiliki indikator

kinerja (performanceindicator) yang terukur.

Sasaran strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

sasaran strategis selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Table 2-3

Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

RO SASARAN IRDIKATOR KINERJA PEHJELASANFORMULASI SATUAR TARGET UNIT KERLJA FENANGEUNG JANAE
Hznngssios et Kelole
remaans vana iiengns. | Nils Zusliss Belansnaeanan ; redrrinn . ik 3 jan B, . _—
1 dan Barrarinisi Dasrah (E9F3) Hesil geni g, Kemasherian Calam Neger oili k] Bagian Bprenniaien,d=s Gt Dozl
RRGTIEAAR P80 Rechi
i i Hesil pandzan tabasalan cadul RO Zag i ik
B, ) 3
2 Nilsi Esbupaten Sadali HAM Kamenierian Hutarm dan HAM I ol vl Bagian Hukum
Juslah BUKD dan SLUD yang dibina dan
3 Betrenlain, BUMD 20 BLUD 20 | oo degs Jumlsh BUVD dam SLUD B, 100 Bagan Ekonomi
dibina den Jemms i
dikal 100
. - P Bagian Perencenssn dan Keusngan, Bagian Umum,
Hesil penision =yslizs Sistem Sazian 304, Bazjan Fukum, Bxgien Orgenisasi,
o 2 . Akuntstikizz Kinaris Instznsi Femerntah o P H - .
2 Nilsi SAKIP Spbmasadsd Duarsh e e a0-5n Bagian PE, Bagisn Kears, Eegien Kerjazama,
(SAKIP) Perangket Dazrah clzh Tim 8 N .
.E ! \eepeiaret Bazmn Protokel, BEegen Adbsng, Bagisn Exnnomi
valoss Inzpetine den Bagian Pemerinkshas den CHosomi Deersh
Nilsi anarubas canimlengasass. | Hexl canlnan sansuben sangtenaana ik jan Qigagises
; relayncan oklk relayeasan oublk dab Cmbadamen RI ki " Segen
SEKRETARES DAERAH
KAEUPATEN TULANG BAWANG
g | % —
— r
L ANTHORL LK,
Pembina Utama Madya
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2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja yang di buat pada tahun 2024 berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang di miliki instansi.

Dokumen Perjanjian Kinerja di manfaatkan oleh setiap pimpinan instansi
pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian Kinerja
organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah,dan menilai keberhasilan organisasi.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan Kkinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
menciptakan tolak ukur Kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah membuat Perjanjian
Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,dan
fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Tahun 2024 selengkapnya adalah sebagai berikut :
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Table 2-4
Ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
I. | Meningkatnya tata Nilai Evaluasi 3,00
Kelola pemerintahan Penyelenggaraan
yang profesional dan Pemerintah Daerah
akuntabel untuk (EPPD)

peningkatan
pelayanan publik

Nilai Kabupaten 100
Peduli HAM

Persentase BUMD dan BLUD 100
yang dibina dan diawasi

Nilai SAKIP Sekretariat 60-70
Daerah

Nilai kepatuhan 100
penyelenggaraan pelayanan

publik

PROGRAM ANGGARAN
1  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.63.417.484.633,-
Kabupaten/Kota
2  Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Rp.11.156.589.000,-
3 Program Perekonomian dan Pembangunaan Rp. 3.182.062.600,-

JUMLAH ANGGARAN Rp. 77.756.136.233,-
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31

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Manajemen kinerja yang di bangun secara baik,memerlukan
indikator yang jelas dan spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis
dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan
dan sasaran yang dapat di ukur kinerjanya. oleh karena itu pada Tahun
2024 Sekretariat Daerah menetapkan indikator kinerja sasaran
sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2024. Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap
sasaran,di gunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran
yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala

ordinal sebagai berikut :

Table 3-1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 95s/d100 Sangat Baik
2 80s/d<95 Baik
3 50s/d<80 Cukup Baik
4 0 s/d50 Kurang Baik

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase
capaian kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada
angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian Kkinerja terhadap hasil persentase capaian
indiKator Kkinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk

pada angka capaian kinerja sebesar 0.
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3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran target dari sasaran yang telah di tetapkan di lakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja,
yang selanjutnya akan di pergunakan untuk mengukur Kinerja
Sekretariat Daerah tahun 2024. Sekretariat Daerah telah menetapkan
1 (Satu) sasaran yang akan di capai, dengan pengukuran yang di
dasarkan pada pencapaian 5 (lima) indikator kinerja. Pengukuran
indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana dalam
tabel 3.

Table 3-2
Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Indikator Kinerja .
No Utama Satuan Target | Realisasi
1 2 3 4 5
1 Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah | gyqr 3,00 2.9033
Daerah (EPPD)
2 | Nilai Kabupaten Peduli HAM | Nilai 100 98,85
3 Persentase BUMD dan BLUD .
yang dibina dan diawasi % 100 100
Nilai SAKIP Sekretariat .
4 Daerah Nilai | 80-90 | 64,51
5 Nilai kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan Nilai 100 91,55
publik

Capaian Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah 2024 dari 1 (Satu)
Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja dengan nilai rata-rata
pencapaian sebesar 89% dengan katagori Baik, yang menunjukkan
kendati ada beberapa indikator yang belum mencapai Target Namun
secara keseluruhan Pencapaian sasaran strategis sudah sangat dekat
dengan Target yang di tetapkan, dalam hal ini di tahun berikutnya
Sekretariat Daerah akan lebih memfokuskan Sumber daya untuk
mendukung program - program dan kegiatan yang berkaitan dengan
Indikator — indikator yang belum mencapai target diatas untuk
mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah dapat di lihat pada Tabel 4 sebagai berikut :
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Table 3-3

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Tahun 2024
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan . Capaian
Target Realisasi Kinerja
1 2 3 4 6 7 8
1| Meningkatnya tata Kelola Nilai Evaluasi Nilai 3,00 2,9033 96 %
pemerintahan yang profesional Penyelenggaraan
dan akuntabel untuk peningkatan | Pemerintah Daerah
pelayanan publik (EPPD)
Nilai Kabupaten Peduli Nilai 100 98,85 98 %
HAM
Persentase BUMD dan % 100 100 100 %
BLUD yang dibina dan
diawasi
Nilai 80-90 64,51 80 %
Nilai SAKIP Sekretariat
Daerah
Nilai 100 91,55 91%

Nilai kepatuhan
penyelenggaraan
pelayanan publik
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3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Indikator Sasaran |
“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang”

Table 3-4

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran |

Capaian
Capaian Program
No | Indikator Kinerja Target| Realisasi P Tahun
(%)
Sebelumny
a
1 2 3 4 5 6
Nilai Evaluasi
1 Penyel.enggaraan 3,00 2 9033 96 % 84 %
Pemerintah
Daerah (EPPD)
Rata-rata Capaian Sasaran 90 %

Dari tabel diatas merupakan data nilai Predikat EPPD pada tahun 2021
dan tahun 2022 data tersebut kami dapatkan setelah berkoordinasi dengan
Bagian Tata peremrintahan daerah dengan membuat nota dinas permintaan
data Penilaian EPPD Tulang Bawang pada setiap Tahunnya, bahwa masih
belum adanya publikasi penilaian EPPD untuk tahun 2023 dan 2024 dimana
data paling terbaru adalah penilaian tahun 2022 maka untuk indikator Kinerja
sasaran Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
menggunakan penilaian tahun 2022 dari data diatas yang didapatkan bahwa
Realisasi Predikat EPPD Sekretariat Daerah belum bisa mencapai target
namun sudah sangat mendekati target yang di tetapkan Dari dua indikator
penilaian EPPD vyaitu :

»  Kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah
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« Efektivitas hubungan, seperti konsultasi secara regular terhadap

penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan.

Untuk Kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang diselengarakan oleh
Daerah sebenarnya sudah diterapkan sepenuhnya dari program pendukung
hal tersebut dapat dilihat dari Indeks pembangunan manusia, Angka
kemiskinan, Angka pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan

perkapita, Ketimpangan pendapatan.

Dalam hal ini indikator penilaian yang kedua Efektivitas hubungan,
seperti konsultasi secara regular terhadap penetapan kebijakan publik yang
strategis dan relevan yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan seperti
yang diharapkan pada tahun 2022 nilai tersebut tidak mencapai target dengan
banyaknya kebijakan publik dan anggaran yang terdampak efisiensi, namun
dengan meningkatnya anggran pada tahun berikutnya kami harapkan target
yang ditetapkan dapat dicapai, Capaian Kinerja Sasaran | Sekretariat Daerah

sebesar 96 % masuk dalam katagori Sangat Baik.

Pencapaian Kinerja indikator Sasaran | di dukung oleh Program-program

dan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Program Pemerintahan dan kesejateraan rakyat.
1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Fasilitas pelaksanaan otonomi daerah

3. Pengelolaan administrasi kewilayahan
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Indikator Sasaran Il

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang”

Table 3-5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Il

Capaian
. . o Capaian Program
No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi (%) Tahun
Sebelumnya
1 2 3 4 5 6
Nilai Kabupaten 0 0
1 Peduli HAM 100 98.85 98 % 99 %
Rata-rata Capaian Sasaran 98%

Indikator Kinerja Sasaran yang ke Il Nilai Kabupaten Peduli HAM
tercapai dengan besaran nilai persentase capaian kinerja 98 % atau katagori
Sangat Baik, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan namun sudah
mendekati target terlihat dari tabel reailasi capaian kinerja diatas, hal ini
dimungkinkan dengan salah satu faktor pendukungnya vyaitu dari
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan di laksanakannya
Rapat koordinasi dengan Unsur Forkompimda Kabupaten Tulang Bawang,
terlaksananya program kemasyaradimana di tahun berikutnya diharapkan
Sekretariat Daerah dapat mempertahankan penghargaan Kabupaten peduli
ham dengan nilai yang tinggi yang dapat dibilang tidak ada kendala yang
cukup signifikan di lapangan dalam pemenuhan indikator penunjangnya,
dapat dilihat salah satu indikator penunjang penilaian Kabupaten peduli HAM
bidang keagamaan dimana meningkatnya kapasitas guru ngaji dan pengurus

Masjid, serta meningkatnya Ketagwaan terhadap Tuhan yang maha Esa
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dengan melibatkan Masyarakat pada kegiatan Kerohanian dan Bimbingan

keagamaan.

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarkat berupa Indeks Kepuasan

Masyarakat dengan indeks 83,78 yang di dapat dengan melakukan survei

terhadap Responden yang di pilih secara acak (random sampling) sesuai

dengan jumlah pengguna layanan dalam Setahun. Jumlah sampel di hitung

30% (tiga puluh persen) darijumlah pengguna layanan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Hibah Jumlah Total 135
1 | Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) 14
2 | Pondok Pesantren 3
3 | Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 1
(PASRAMAN)
4 | Masjid 57
5 | Musholla 39
6 | Pura 10
7 | Gereja 4
8 | Vihara 1
9 | Majelis Ta’lim 4
10 | Hibah Kepada Masyarakat Bidang Kesenian 2
JUMLAH 135
2. Santunan Anak Yatim Berjumlah 290 Orang
No Nama Uraian Anggaran
Organisasi/Lembaga 99
1 2 3 4
. Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
1 | Kecamatan Banjar Baru .
Berjumlah 10 Orang
Kecamatan Menggala | Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 2.000.000
2 - h
Timur Berjumlah 20 Orang
3 | Kecamatan Menaaala Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 5.000.000
99 Berjumlah 50 Orang
4 Kecamatan Banjar | Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Margo Berjumlah 10 Orang
5 Kecamatan Banjar | Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Agung Berjumlah 10 Orang
6 Kecamatan Banjar | Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Agung Berjumlah 10 Orang
7 Kecamatan Gedung Aji | Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 2.000.000
Baru Berjumlah 20 Orang
8 | Kecmatan Menggala Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000

Berjumlah 10 Orang
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9 K_ecmatan Menggala San'tuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 2 000.000
Timur Berjumlah 20 Orang
10 | Kecmatan Banjar Baru Sanjtuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 2.000.000
Berjumlah 20 Orang
11 Kecmatan Banjar Sanj[uan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Margo Berjumlah 10 Orang
12 Kecmatan Gedung Aji Sanf[uan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Baru Berjumlah 10 Orang
. 2.000.000
13 | Kecmatan Rawa Pitu San_tuan Anak Yatim/Piatu/Duafa
Berjumlah 20 Orang
14 Kecmatan Penawar Sanf[uan Anak Yatim/Piatu/Duafa 2.000.000
Tama Berjumlah 20 Orang
Kecmatan Rawajitu | Santuan Anak Yatim/Piatu/Duafa
5 Selatan Berjumlah 10 Orang 1.000.000
16 Kecmatan Gedung Sanj[uan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Meneng Berjumlah 10 Orang
17 | Kecmatan Meraksa Aji | Santuan  Anak  Yatim/Piatu/Duafa |4 44 g9
Berjumlah 10 Orang
18 | Kecmatan Gedung Aji San_tuan Anak Yatim/Piatu/Duafa 1.000.000
Berjumlah 10 Orang
19 | Kecmatan Penawar Aji | Santuan Anak  Yatim/Piatu/Duafa | 4 444 5o
Berjumlah 10 Orang
Belanja Sarung Mukena dan Petunjuk
Ngaji Untukberikan Kepada Masing
20 Masing Penerima Bantuan Hibah 46.000.000
Rumah Ibadah 15 Kecamatan
JUMLAH 75.000.000

Dari total populasi tersebut maka jumlah sampel dalam survey ini adalah

berjumlah 150 responden.

Dari hasil survei kepuasan masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Sosial

dan Umum yang merujuk bahwa Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Il di

dukung oleh Program-program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.
2.
3.

Administrasi Tata Pemerintahan
Pelaksanaan Kebijakan Kesejateraan Rakyat

Fasilitas dan Koordinasi Hukum
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4.

Fasilitas Kerjasama Daerah
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Indikator Sasaran I11
“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang”

Table 3-6

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 111

Capaian
_ - | capaian Program
No Indikator Kinerja Target | Realisasi Tahun
(%)
Sebelumny
a
1 2 3 4 5 6
Persentase BUMD dan
1 | BLUD yang dibina dan| 100% 100% 100 % 100 %
diawasi
Rata-rata Capaian Sasaran 100 %

Keberhasilan Capaian Indikator Sasaran Il sangat ditentukan dengan
keberhasilan Program Perekonomian dan Pembangunan yang terdapat pada

Bagian Perekonomian Setdakab Tulang Bawang.

Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perekonomian Kabupaten Tulang
Bawang sangat mempengaruhi perputaran perekonomian dan Kesehatan baik
di Ibukota Kabupaten ataupun di Kecamatan serta kampung-kampung, hal
tersebut erat kaitannya dengan Program BUMD dan BLUD untuk menekan

Laju Inflasi.

Capaian Kinerja Indikator sasaran Persentase BUMD dan BLUD yang
dibina dan diawasi masuk dalam kategori Sangat Baik dari target 100% dan
realisasi 100% yang berarti Pengendalian Laju Inflasi dan Kesehatan pada

Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.
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Indikator Sasaran IV

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang”

Table 3-7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran IV
Capaian
Realisas AL
No | Indikator Kinerja | Target i Capaian (%) Tahun
Sebelumny
a
1 2 3 4 5 6
1 Nilai SAKIP 80-90 64,51 80 % 7%
Sekretariat Daerah
Rata-rata Capaian Sasaran 78 %

Dari tabel diatas di simpulkan bahwa Realisasi Predikat SAKIP
Sekretariat Daerah B dengan nilai 64,51kendati demikian belum mencapai
nilai angka yang di targetkan yaitu 80, nilai SAKIP Skeretariat Daerah yang
belum memenuhi target dikarenakan ada beberapa indikator Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah yang belum mencapai Targetnya, walaupun demikian
pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance tetap
pada predikat Baik. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari
transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen Kinerja
sektor publik dan anggaran berbasis kinerja dengan nilai rata-rata Target
Predikat B (60) dengan satuan persen pemenuhan capaian kinerja dari masing
— masing indikator akan di upayakan mencapai target yang ditetapkan guna
meningkatkan hasil penilaian SAKIP di tahun berikutnya salah satunya
dengan cara penyesuaian Anggaran Yang tepat guna dan terfokus pada

penggunaan program — program penunjang masing — masing indikator.
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Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV Sekretariat Daerah sebesar 80%

masuk dalam katagori Baik.

Pemenuhan Indikator Kinerja Sasaran IV di dukung oleh Program-

program dan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.

o g > w DN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penataan Organisasi

Pelaksanaan Protokol dan Komonikasi Pimpinan.
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Indikator Sasaran V

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan publik Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang”

Table 3-8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran V

Capaian
_ - | capaian Program
No Indikator Kinerja Target |Realisasi | (o) Tahun
Sebelumn
ya
1 2 3 4 5 6
Nilai Kepatuhan
1 Penyelenggaraan Pelayanan 100 91,55 91 % 77 %
Publik
Rata-rata Capaian Sasaran 84 %

Berbagai upaya telah di lakukan oleh untuk memperbaiki Kualitas
Pelayanan Publik, Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan yang cukup
signifikan dari capaian kinerja tahun sebelumnya yang hanya 77% meningkat
drastis menjadi 91% di tahun 2024 atau katagori Sangat Baik dengan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun
melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu
upaya diantaranya adalah dengan di keluarkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi menunjukkan komitmen
yang kuat dari pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi guna
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi dan efektivitas
pengelolaan administrasi. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh

pemerintah daerah, seperti penguatan tata kelola, peningkatan kualitas

88



sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik,

menjadi faktor penting dalam pencapaian ini .

Pemenuhan Indikator Kinerja Sasaran V di dukung oleh Program-

program dan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.

2
3
4.
5

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penataan Organisasi

3.1.4 Perbanding Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Rencana

Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang

Perbandingan capaian kinerja sampai tahun ini dengan target
Rencana Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang dapat dilihat dari perbandingan target Indikator Kinerja
Utama Rencana Jangka Menengah dengan realisasi capaian Indikator
Kinerja Utama sampai tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari
perbandingan target Indikator Kinerja Utama Rencana Jangka
Menengah Sejretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada IKU
Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 dengan realiasi capaian
Indikator Kinerja Utama hingga tahun 2024, yang dimaksud untuk
mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang dalam mencapai target rencana jangka

menengah.

Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan capaian target rencana
jangka menengah dari masing-masing indikator kinerja utama dengan

realisasi capaian kinerjanya hingga Tahun 2024 pada tabel berikut
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Indikator Kinerja Utama Dengan Realisasi Capaian Kinerjanya Hingga Tahun 2024

Table 3-9

Tahun 2024 Target Jangka Menengah
. — Capaia
Indikator Kinerja
LT SN Utama Satuan | orget | Realisasi no 2z 2024 2025 2026
Kinerj 3
a
1 2 3 4 6 7 8
1 Meningkatnya Nilai Evaluasi Nilai 3,00 2,9033 96 % 3,60 3,70 4 45
tata Kelola Penyelenggaraan
pemerintahan Pemerintah Daerah
yang profesional | (EPPD)
dan akuntabel Nilai Kabupaten Nilai 100 98,85 98 % 100 100 100 100
untuk peningkatan peduli HAM
pelayanan publik | persentase BUMD % 100 100 100 % 100 100 100 100
dan BLUD yang
dibina dan diawasi
Nilai 80-90 64,51 80 % 90-100 | 90-100 90-100 90-100
Nilai SAKIP
Sekretariat Daerah
penyelenggaraan
pelayanan publik
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3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2024, Pagu anggaran belanja Sekretariat sebesar Rp. 77.756.136.233,- (Tujuh
Puluh Tujuh milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Seratus Tiga Puluh Enam
Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan Realisasi Anggaran belanja
Sekretariat sebesar Rp. 64.256.234.111,- (Enam Puluh Empat Milyar Dua
Ratus Lima Puluh Enam Dua Ratus Tiga Puluh Empat Seratus Sebelas) atau

82,64 % dari pagu anggaran.

Anggaran Pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 77.756.136.233,- ( Tujuh Puluh
Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam
Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah ) Dari Anggaran Yang Ada
Dioptimalkan untuk pencapaian target Indikator Sasaran Yang Telah
Ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran antara lain dengan pemanfaatan
anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk kegiatan lainnya melalui
mekanisme usulan perubahan anggaran pada perubahan APBD Tahun

anggaran 2024
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BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi,akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif
dan efisien. Didasarkan oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
tersebut, Sekretariat Daerah telah menetapkan 1 (Satu) sasaran strategis dan 5
(Lima) Indikator yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Tahun 2023 - 2026. Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator dimaksud,
rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah
93,00% dan penyerapan anggaran sebesar 82,00%. Hal ini menunjukkan bahwa
Tata Kelola Pemerintahan, Fungsi Koordinasi, Fungsi Fasilitasi dan Pelayanan

Publik Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024, merupakan pertanggung jawaban atas
kinerja Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026. LKjIP
ini berisi uraian tentang capaian indikator kinerja dibidang pemerintahan dan
keuangan,yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik

beberapa kesimpulan utama, yaitu sebagai berikut :

1. LK]IP Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024
ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis
yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun
2023-2026.

2. Sebagaian besar capaian kinerja sasaran strategis dalam LKjIP Sekretariat

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 Belum tercapai
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sesuai target yang telah ditetapkan, namun sudah mendekati target yang
ditetapkan..

3. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang tetap berkomitmen akan
memacu terus pembangunan dan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan
dan tantangan yang ada untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Renstra.

4. Dukungan seluruh elemen, ASN, Masyarakat dan Pengusaha/stakeholders

sangat diharapkan demi tercapainya tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

Sangat disadari bahwa LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari
berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini sangat diharapkan sehingga untuk

tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

93



	KATA PENGANTAR
	Daftar isi
	daftar tabel
	BAB I  pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
	1.3.1 Kedudukan
	1.3.2 Tugas
	1.3.3 Fungsi
	1.3.4 Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur-Unsur Sekretariat Daerah
	1.3.5 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	1.3.6 Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	1.3.7 Asisten Bidang Administrasi Umum

	1.4 Struktur Organisasi
	1.5 Aspek Strategis
	1.6 Sistematika Penyajian

	BAB II  PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Perencanaan Strategis
	2.2 Tujuan Strategis
	2.3 Penjabaran Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah
	2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
	2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

	BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024
	3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
	3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
	3.1.4 Perbanding Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Rencana Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

	3.2 Realisasi Anggaran

	BAB IV  PENUTUP

